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PUTUSAN
Nomor 4489/Pdt.G/2024/PA.Cms

.
%)
-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIAMIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat/tanggal lahir Ciamis, 13 April 2003/umur 21 tahun,
agama Islam, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Dahulu
beralamat di Kalimantan Barat, Sekarang bertempat tinggal
di Kabupaten Ciamis Email : xxx, dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada Dafiq Syahal Manshur, S.H., M.H,
yang berkantor di Jalan Stasion Nomor 74 Ciamis, dengan
domisili elektronik pada alamat email
dafig.syahal@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 19 November 2024 yang terdaftar dalam register
kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4858/XI/K/2024
tertanggal 25 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx , Dahulu beralamat di
Kalimantan Barat, Sekarang bertempat tinggal di
Kabupaten Ciamis (Rumah Bapak Dadang), sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan keterangan pihak yang berperkara
dan saksi-saksi ;
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DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23
November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis
pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor
4489/Pdt.G/2024/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap
Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai
dengan tuntunan ajaran agama islam secara sah pada hari Senin Tanggal 18
September 2023 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 18 September 2023;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swit;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
sintang selama tiga bulan dan Sejak Januari 2024 Penggugat dan Tergugat
tinggal di Panumbangan.;

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya
berlangsung sampai dengan awal bulan Januari tahun 2024, sejak saat
itu ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai
goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus yang disebabkan
masalah wanita idaman lain hal tersebut diketahui Penggugat dari pesan
Whatsapp Tergugat yang memeberikan perhatian pada seorang wanita.

6. Bahwa atas perselisihan tersebut pada awal bulan Februari 2024 Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan
Tergugat tidak berkomunikasi layaknya pasangan suami istri.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba dimusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
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8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang
diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari
suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan
perceraian ini dengan alasan Tergugat perselisihan terus menerus yang
disebabkan masalah wanita idaman lain.

10. Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cg. Majelis
Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat
didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan
tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka
pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni
membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti-bukti berupa :
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A. Alat Bukti Surat
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Panumbangan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor xxx
Tanggal 18 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua

Majelis;;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah bibi
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar
tahun 2023 di hadapan KUA Panumbangan Kabupaten Ciamis Provinsi
Jawa Barat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah
bersama di Sintang, Kalimantan Barat selama 3 bulan kemudian pindah
ke Panumbangan, Kabupaten Ciamis dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan
harmonis, namun sejak Januari 2024 rumah tangga mereka mulai goyah
tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun
tahu pertengkaran dan kemelut rumah tangganya dari cerita Penggugat;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita
lain yang bernama N yang diketahui Penggugat melalui pesan whatsapp ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu
rumah lagi karena telah berpisah rumah sejak Febuari 2024 sampai

sekarang;
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- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi yang baik lagi dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak
saling perdulikan lagi sampai sekarang ;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan

tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

2. Saksi 2, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di
Kabupaten Tasikmalaya, di persidangan memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
paman Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang
menikah sekitar tahun 2023 di KUA Panumbangan Kabupaten Ciamis
Provinsi Jawa Barat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum memiliki
rumah sendiri dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup
rukun serta harmonis, akan tetapi sejak Januari 2024 rumah tangga
mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena masalah
wanita idaman lain, Tergugat diketahui memberi perhatian kepada wanita
lain yang biasa dipanggil N ;

- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
namun sering mendengar Penggugat mengeluh perihal rumah tangganya
yang sering bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Febuari
2024 dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak saling perdulikan
lagi serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya ;

- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi

merukunkannya ;

Put, No, 4489/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang
telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang
pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya
dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk
segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang

sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat :
Dafig Syahal Manshur, S.H., M.H, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan
hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai
berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam
perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau
kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan
pula dengan doktrin di dalam Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alih
menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

Al 43 L0 Jla A o) V8 ) Jad 30

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau
gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti“;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam gugatan
Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
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harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu
dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di
persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan
gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu wajib bukti dibebankan
kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2
(dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan
mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dengan Tergugat,
sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dinilai
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), telah diperoleh fakta
kejadian bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 18 September 2023 di hadapan KUA Panumbangan Kabupaten
Ciamis Provinsi Jawa Barat, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Akta
Nikah nomor : xxx tanggal 18 September 2023 ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh
fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan
perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat
adalah pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian
terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama
Saksi 1 (bibi Penggugat) dan Saksi 2 (paman Penggugat), sudah dewasa dan

sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan
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kesaksian sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3 huruf (e) HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9
Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar
keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga
atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara
di atas ;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah
merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan |,
penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi
tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil
gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR jo
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi
syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan
dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan kedua
orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak Januari 2024 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar berupa pertengkaran mulut disebabkan Tergugat diketahui
selingkuh dengan wanita lain yang bernama N yang diketahui Penggugat
melalui pesan whatsapp ;

- Bahwa sejak Febuari 2024 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai
sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak saling

pedulikan lagi satu sama lainnya ;
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- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan

mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta
bahwa salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lainnya dalam perkara
ini sejak Febuari 2024 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana
layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan
Penggugat dan Penggugat tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan
keutuhan rumah tangganya, meskipun setiap kali sidang hakim telah
mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan
pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan
cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk
sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat
kediaman bersama sejak Febuari 2024 yang lalu sampai sekarang, serta tidak
ada lagi komunikasi yang baik antara penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi
mempedulikan Penggugat bahkan Penggugat tetap pada Permohonannya yakni
Penggugat tetap menuntut cerai terhadap Tergugat adalah fakta dan merupakan
bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Penggugat dan
Tergugat, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat
bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari adanya
perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di
atas, maka ditemukan adanya fakta hukum yang pada pokoknya telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan

Tergugat yang penyebabnya Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain
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yang bernama N yang diketahui Penggugat melalui pesan whatsapp
sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah
SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan
Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan
bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah warahmabh;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1
tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang
erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja
mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga
mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia,
sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak maka
tergannggu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan
diantaranya rasa sakinah, mawaddah wa rahmah vyakni rasa
kedamaian/ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan
tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya
apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah
tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur

rohani/bathinnya atau Sakinah, Mawaddah dan Rahmah nya dalam perkawinan
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tersebut telah terganngu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa
ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau telah rusak;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu dapat
menimbulkan ekses yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri
tersebut atau kepada salah satu pihak atau anak-anak mereka dan atau juga
terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam
rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu
merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif
/madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat
yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang
berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil
dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah
dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan
perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum
ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya dalam untuk
menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang
lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga
tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua
belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas,
maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum

Islam dalam Fighus Sunnah Juz Il : 248 yang berbunyi sebagai berikut :
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“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan
dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan
terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk
mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat
gﬁggamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu
Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah
terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah
atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis
Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat
yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan
memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan
Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka
Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan
menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta
dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp228.000,00
(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada
hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab
1446 Hijriah, oleh kami Dra. Euis Nurkhaeroni sebagai Ketua Majelis serta Drs.
Firdaus, M.A. dan Drs. H. Darul Palah, MH, masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan disampaikan secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025
bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara

elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Euis Nurkhaeroni

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Drs. Firdaus, M.A. Drs. H. Darul Palah, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya PNBP : Rp70.000,00
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2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp48.000,00
4. Biaya Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
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